REPUBLIK INDONESIA

No.904, 2019 KEMENDAG. Persetujuan Penyelenggaraan

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Pameran Dagang.

NOMOR 61 TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa guna memberikan kepastian berusaha dan
mendukung efektivitas penyelenggaraan Pameran Dagang
dalam rangka peningkatan pemasaran barang dan/atau
jasa produksi dalam negeri maupun pemasaran produksi
luar negeri, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal
77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan, perlu mengatur persetujuan
penyelenggaraan Pameran Dagang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perdagangan tentang Persetujuan

Penyelenggaraan Pameran Dagang;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
62195);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
48 /M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di
Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1006);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
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Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
338);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran
Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 937);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pameran Dagang adalah kegiatan yang dilakukan oleh
penyelenggara pameran (organizer) untuk
mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan,
dan/atau menyebarluaskan barang/jasa serta
meningkatkan citra produk kepada calon pembeli (buyer)
dan pengunjung pameran (visitor) baik dari dalam negeri
maupun luar negeri dengan tujuan untuk memperoleh
transaksi dagang secara langsung dan/atau tidak
langsung.

Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun
tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak,
baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan,
dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau
dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk
pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang

diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam
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10.

11.

masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau
Pelaku Usaha.

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga
negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan
hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di
bidang Perdagangan.

Penyelenggara Pameran Dagang selanjutnya disebut
Penyelenggara adalah Pelaku Usaha yang
menyelenggarakan kegiatan Pameran Dagang.

Peserta Pameran Dagang yang selanjutnya disebut
Peserta adalah pihak yang memamerkan produk dalam
Pameran Dagang dan telah terdaftar pada Penyelenggara.
Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang
Internasional di dalam negeri yang selanjutnya disebut
Persetujuan adalah  dokumen legalitas pemberian
persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk
menyelenggarakan Pameran Dagang internasional di dalam
negeri.

Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan
interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau
dengan jaringan.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau
Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS
adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh
Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan
lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku
Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang
selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga
pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman
modal.

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB

adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh
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Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan
Pendaftaran.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan
perangkat daerah sebagai  unsur  penyelenggara
pemerintahan daerah.

Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu kepala
daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas
daerah dan lembaga teknis daerah.

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur
pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah,
sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah,
kecamatan, dan kelurahan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perdagangan.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional yang
selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur
Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian
Perdagangan.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib
Niaga adalah Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen
dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan.

Direktur Pengembangan Promosi dan Citra yang selanjutnya
disebut Direktur adalah Direktur yang menyelenggarakan

urusan Promosi dan Citra Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

Pameran Dagang dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.

b.

Pameran Dagang internasional di dalam negeri;

Pameran Dagang nasional; dan

www.peraturan.go.id



